
 
 

BUPATI MAGELANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR  16  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAGELANG, 
 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar 
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,   
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 
anggaran berjalan sehingga perlu melakukan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun Anggaran 2017; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang   
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun Anggaran 2017; 

 
Mengingat : 1.   Pasal 18  ayat   (6)   Undang-Undang   Dasar   Negara     Republik  
                          Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 1950  tentang  Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950        
Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

 

SALINAN 



 

6. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

 

 

 



 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5272); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2014 Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2010 Nomor 13); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten 
Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 
Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 35); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 36; 

 



23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 
Muntilan  (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 
Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang  
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan  
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 37); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Nomor 23); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan 
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 34); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana 
Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Magelang setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor  38); 

 



29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2015 Nomor 7); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung  
Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 9); 

 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2017 Nomor 6 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2017 Nomor 6); 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

 

dan 
 

BUPATI MAGELANG 
 

MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan :  PERATURAN   DAERAH   TENTANG   PERUBAHAN    ANGGARAN 
                       PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG     
                       TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
Pasal  1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang  Tahun Anggaran 
2017 semula berjumlah Rp. 2.186.655.957.155,00 bertambah sejumlah                     
Rp. 170.545.351.845,00 sehingga menjadi Rp. 2.357.201.309.000,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah                       
 1. Semula  Rp. 2.186.655.957.155,00 
 2. Bertambah/(Berkurang)        Rp.    170.545.351.845,00                                     

     Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.357.201.309.000,00 
  
b. Belanja Daerah 
 1. Semula Rp. 2.417.344.682.330,00 
 2. Bertambah/(Berkurang) Rp.    423.394.679.448,00 
        Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.840.739.361.778,00 
 

  Surplus / (Defisit)             (Rp.    483.538.052.778,00) 
 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Daerah 
  a) Semula    Rp.    268.764.267.261,00 
 b) Bertambah/(Berkurang)  Rp.    252.799.327.603,00  
     Jumlah Penerimaan setelah Perubahan      Rp.     521.563.594.864,00 
  

2. Pengeluaran Daerah 
  a)  Semula    Rp.      38.075.542.086,00 
 b)  Bertambah/(Berkurang)  (Rp.              50.000.000,00)  
 

 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.       38.025.542.086,00  
 

 Jumlah Pembiayaan netto  
 setelah Perubahan                                       Rp.     483.538.052.778,00 
 



 Sisa  lebih  pembiayaan  anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan             
 Rp.  0,00 

 
Pasal 2 

 

(1) Pendapatan  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1 huruf  a terdiri 
dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah   

1. Semula  Rp.   280.660.101.155,00 
2. Bertambah/(berkurang)  Rp.   118.765.724.845,00 
    Jumlah   pendapatan   asli  
    daerah setelah perubahan Rp.     399.425.826.000,00 
 

b. Dana Perimbangan    
1. Semula Rp.1.497.615.034.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)( Rp.     16.596.727.000,00) 
    Jumlah dana perimbangan 
    setelah perubahan Rp.  1.481.018.307.000,00 
 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
1. Semula  Rp.   408.380.822.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.     68.376.354.000,00 
    Jumlah lain-lain pendapatan  
    daerah yang sah setelah perubahan   Rp.     476.757.176.000,00 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 
a. Hasil Pajak Daerah  

1. Semula Rp.     94.813.295.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.       8.657.203.000,00 
    Jumlah pajak daerah setelah  
    perubahan   Rp.     103.470.498.000,00 

b. Hasil Retribusi Daerah  
1. Semula  Rp       22.597.339.500,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.        1.059.722.760,00 
    Jumlah retribusi daerah  
    setelah perubahan   Rp.       23.657.062.260,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1. Semula  Rp.      19.531.757.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.        1.273.547.740,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan  setelah  
perubahan     Rp.       20.805.304.740,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
1. Semula Rp.     143.717.709.655,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.     107.775.251.345,00 
    Jumlah lain-lain  pendapatan  

asli daerah yang sah setelah  
    perubahan   Rp.     251.492.961.000,00 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan : 

 
 
 
 
 



a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak  
1. Semula Rp      49.652.944.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)  Rp.        2.357.517.000,00 
    Jumlah dana bagi hasil Pajak/  
    Bagi Hasil Bukan Pajak setelah  
    perubahan   Rp.      52.010.461.000,00 
 

b. Dana Alokasi Umum  
1. Semula  Rp.1.078.981.977.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)( Rp.      18.954.244.000,00) 
    Jumlah dana alokasi umum  
    setelah perubahan   Rp. 1.060.027.733.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus  
1. Semula Rp.   324.759.491.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.                             0,00 
    Jumlah dana alokasi khusus  
    setelah perubahan   Rp.    324.759.491.000,00 

d. Dana Insentif Daerah 
1. Semula Rp.     44.220.622.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.                             0,00 
    Jumlah dana alokasi khusus  
    setelah perubahan   Rp.      44.220.622.000,00 

 
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a.  Pendapatan hibah  

1. Semula      Rp.     2.130.746.000,00  
2. Bertambah/(berkurang)   Rp.     1.750.000.000,00 
     Jumlah dana pendapatan  
     hibah setelah perubahan   Rp.        3.880.746.000,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 
lainnya. 
1. Semula    Rp.   83.928.987.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)    Rp.    66.449.154.000,00 
    Jumlah dana bagi hasil pajak/retribusi 
    setelah perubahan   Rp.     150.378.141.000,00 

c. Bantuan Keuangan dari  Provinsi  atau dari Pemerintah Daerah Lainnya  
     1. Semula  Rp.  32.707.190.000,00 

  2. Bertambah/(berkurang)  Rp.       177.200.000,00 
      Jumlah bantuan dari provinsi  
      atau dari pemerintah daerah  
      lainnya setelah perubahan   Rp.       32.884.390.000,00 

d. Dana Desa  
     1. Semula Rp.  289.613.899.000,00 

  2. Bertambah/(berkurang) Rp.                           0,00 
      Jumlah bantuan dari provinsi  
      atau dari pemerintah daerah  
      lainnya setelah perubahan   Rp.     289.613.899.000,00 

 
Pasal  3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung      
1. Semula Rp. 1.503.201.330.925,00  
2. Bertambah/(berkurang) Rp.      83.409.305.075,00 
    Jumlah belanja tidak langsung  
    setelah perubahan Rp.   1.586.610.636.000,00 



b. Belanja Langsung  
1. Semula Rp.   914.143.351.405,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.   339.985.374.373,00 
    Jumlah belanja langsung  
    setelah perubahan Rp.   1.254.128.725.778,00 

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 
    1. Semula Rp.    939.008.077.725,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.       31.397.110.275,00 
    Jumlah belanja pegawai  
    setelah perubahan Rp.      970.405.188.000,00 

b. Belanja Hibah  
   1. Semula Rp.      33.958.490.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.        6.439.555.000,00 
   Jumlah belanja hibah  
   setelah perubahan Rp.        40.398.045.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial  
   1. Semula Rp.     34.068.264.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) Rp.     10.244.350.000,00 
   Jumlah belanja bantuan  
   sosial setelah perubahan Rp.        44.312.614.000,00 

d. Belanja  Bagi  Hasil  Kepada  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Pemerintahan         
    Desa 
   1. Semula Rp.       9.957.363.400,00 

2. Bertambah/(berkurang)    Rp.       3.906.760.600,00 
   Jumlah belanja bagi hasil kepada  
   provinsi/kab/kota dan pemerintahan  
   desa setelah perubahan Rp.        13.864.124.000,00 

e. Belanja    Bantuan    Keuangan   Kepada   Provinsi /Kabupaten / Kota  dan  
Pemerintahan Desa 

   1. Semula Rp.  449.377.280.000,00 
2. Bertambah/(berkurang)   Rp.    34.981.716.200,00 
    Jumlah belanja bantuan  
    keuangan setelah perubahan Rp.      484.358.997.000,00 

f.  Belanja tidak terduga  
    1. Semula Rp.    36.831.855.000,00 

2. Bertambah/(berkurang) (Rp.       3.560.187.000,00) 
     Jumlah belanja tidak terduga  
     setelah perubahan Rp.        33.271.668.000,00             

 
(3)  Belanja  Langsung  sebagaimana    dimaksud    pada     ayat   (1   huruf  b   

terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai  

1. Semula Rp.   84.053.829.826,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.    13.406.386.196,00 

     Jumlah belanja pegawai  
     setelah perubahan  Rp.       97.460.216.022,00 
  

b. Belanja Barang dan Jasa  
1. Semula Rp. 376.106.191.642,00 
2. Bertambah/(berkurang)   Rp. 115.192.041.842,00 

     Jumlah belanja barang dan 
      jasa setelah perubahan  Rp.     491.298.233.484,00 
 

c. Belanja Modal  
1. Semula Rp. 453.983.329.937,00 



2. Bertambah/(berkurang) Rp.  211.386.946.335,00 
     Jumlah belanja modal  
     setelah perubahan  Rp.     665.370.276.272,00 

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri 

dari: 
 

a. Penerimaan  
1. Semula Rp.  268.764.267.261,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.  252.799.327.603,00 
    Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.   521.563.594.864,00 
 

b. Pengeluaran  
1. Semula Rp.    38.075.542.086,00 
2. Bertambah/(berkurang)   (Rp.           50.000.000,00) 
    Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.    38.025.542.086,00 

 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya  

1. Semula Rp.   204.769.871.175,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.   252.799.319.603,00 
    Jumlah SiLPA tahun anggaran 
    setelah perubahan  Rp.     457.569.190.778,00 

b. Pencairan dana cadangan 
     1. Semula Rp.     63.994.396.086,00 

 2. Bertambah/(berkurang)   Rp.                     8.000,00 
     Jumlah penerimaan kembali  
     setelah perubahan  Rp.       63.994.404.086,00 

       

 
(3) Pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  huruf  b  terdiri dari 

jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan 

1. Semula  Rp.  24.723.542.086,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.                          0,00 

      Jumlah pembentukan dana  
      cadangan setelah perubahan Rp.      24.723.542.086,00 

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah  
1. Semula Rp.  13.052.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.    250.000.000,00 

     Jumlah penyertaan modal  
     ( investasi )     pemerintah 
     daerah setelah perubahan Rp.      13.302.000.000,00 

c. Pemberian Pinjaman Daerah 
1. Semula  Rp.       300.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.                          0,00 

      Jumlah pinjaman daerah  
      setelah perubahan                           Rp.           300.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 



Pasal  5 
 

(1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
 

a. 
 
b. 
 
 
c. 
 
 
d. 
 
 
e. 
 
 
 
f. 
 
g. 
 
 
h. 
 

Lampiran I 
 
Lampiran II 
 
 
Lampiran III 
 
 
Lampiran  IV 
 
 
Lampiran   V 
 
 
 
Lampiran  VI 
 
Lampiran  VII 
 
 
Lampiran VIII 

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
Ringkasan  Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi. 
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan 
Kegiatan. 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per 
Jabatan. 
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran ini. 
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 

Pasal  6 
 
(1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan 
realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.  
 

Pasal  7 
 
(1) Dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan 
realisasi anggaran; 

 

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan  
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 
 
 



Pasal  8 
 
Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. 
 

Pasal  9 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. 
 

 
 Ditetapkan di  Kota Mungkid 

pada tanggal 16 November 2017 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
              ttd 
 

ZAENAL ARIFIN 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 16 November 2017 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
          
                                   ttd 
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